PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR § TAHUN 2004
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHN

Menimbang

Mengingal

a.

TAIIUN ANGGARAN 2004
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Kota Palembung yang
bersifat  strategis berupa penambahan dan atau peagurangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah, sejalan dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tenlang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah,
Pelaksanaan Tata TUsaha Kevangan Dacrah dan  Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan
dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerali, perlu
dilakukan perubahan APBD Kota Palembang Tahun 2004 yang
scbelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 1 Tahun 2004 ;

bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada hurufa, perlu diatur

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 11 dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1821) ;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sehagaimana
telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesin  Tahun
1997 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)



11.

12

sebagnimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) 4

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peroleban Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara R.I Tahun 1997
Nomaor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacrah  (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lemharan
Negara Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 fentang Program Pem-
bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 206, Tambahan Lembuaran Negara Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomar 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2000
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomar 4021) scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Fahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Kewangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4022).

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah  ( Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2000
Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomeor 209, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4027) ;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kt‘pala-l]aerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran
Negara Nomar 4019);

15, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Fahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

L6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentung Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tnmbnhsm'l,embarau Negara Nomor 4139);

17, Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kota Palemhbang;

19, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomar | Tahun 2004 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004,

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAN
TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 semula
berjumlah Rp 609.787.6%2.500,-bertambah sejumlah Rp 41.903.252.105,—
schingga menjadi Rp 651.690.944.605,— dengan rincian schagai berikut =
1. Pendapatan

a4, Semula Rp 609.787.692.500,-

b. Bertambah Ry 41.903.252.105,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 651.6%0,944.605,-



2, Belanja
a. Semula Rp 616.075.764.975,—~

b. Bertambah Rp 43.339.292.372.94
Jumlsh Belanja setelah perubahan Rp 659.415.057.347.94

Defisit setelah perubahan Rp  7.724.112.742.94

ol

Pembiayaan :
a. Penerimaan
1) Semula Rp  9.857.579.800,—-
2) Bertambah Rp  1.436.080.267,94
Jumlah Penerimann setelah perubahan Rp 11,293.660.067,94

b. Pengeluaraan

1) Semula Rp 3.56%.507.325,-
2) Bertambah Rp 40.000,--
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 3.569.547.325.—
Jumlah Surplus Iseteluh perubahan Rp 7.724.112.742.94
Pasal 2

Uraian lebib lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Duerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini, tereantum

dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari ¢

LLampiranI  Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

2.Lampiran II  Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja

Daerah;

3.Lampiran III  Daftar Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah menurut Bidang Pemerintah dan

Organisasi Perangkat Dacrah;
4.Lampiran IV  Daftar Piutang Dacrah:
S.Lampiran V  Daftar Investasi (Penvertaan Modal) Daerah;
6.Lampiran V1 Dafllar Dana Cadangan;
7. LampiranVIL Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan;
8.Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah

ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 4
Sebagai landasan upemsiu;al pelaksanaan, Walikota Palembang menetapkan
Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2004,

Pasal 5

Peraturan Daeral ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penem patannya dalam Lembaran Daersh Kota
Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Juli 2004

TALEMBANG

Diundangkan di Palembang
pads tanguil 27- 7" 2009’

ETER DAERAN KOTA PALENEANG H.EDDY SANTANA PUTRA

Hajjal Maciam. AS
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